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Pembelajaran (CP)

CPL P2
CPLP3

CPL P4

CPLKK1

CPLKK 2

Menunjukkan pengetahuan administrasi publik sebagai bagian dari ilmu sosial dalam konteks pembangunan benua maritim
Menunjukkan pemahaman tentang elemen, prinsip, dan fungsi administrasi publik untuk mendukung kegiatan dalam kebijakan publik
dan manajemen publik,

Mendemonstrasikan pemahaman tentang konsep dan model pengambilan keputusan dalam konteks pemecahan masalah bidang
administrasi publik, didasarkan manajemen pengetahuan

Melakukan penelitian kualitatif dan kuantitatif, khususnya dalam metode survei, penelitian lapangan, studi kasus, studi dokumen, dan
penelitian kebijakan dalam administrasi publik

Menerapkan teknik dan metode perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan publik dalam rangka meningkatkan
kinerja organisasi dan pelayanan publik

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

CPMK

Setelah mengikuti matakuliah administrasi perpajakan, mahasiswa memiliki kemampuan meliputi:

e Memahami dan menjelaskan tentang konteks administrasi perpajakan dalam administrasi negara, teori, konsep, dan pengertian
pajak serta paradigma perpajakan

e Memahami dan menjelaskan bagaimana kebijakan dan sistem perpajakan Indonesia dan ketentuan umum & tata cara
perpajakan

e Memahami dan menjelaskan mengenai pajak penghasilan dan obyek pajak Bentuk Usaha Tetap (BUT)

e Memahami dan menjelaskan tentang kebijakan fiskal kaitannya dengan pajak

e Memahami dan menjelaskan mengenai pajak final dan pajak pertambahan nilai barang dan jasa, serta bea materai

e Memahami dan menjelaskan teori, konsep dan kebijakan yang berkaitan dengan pajak daerah & retribusi daerah




Sub-CPMK

Sub-1 Mahasiswa dapat memahami etika pembelajaran, RPS dan konsep dasar administrasi perpajakan dalam konteks kajian administrasi
publik .(P2)

Sub-2 Mahasiswa dapat memahami tentang pajak, peran dan fungsi pajak, pengertian dan kedudukan hukum pajak, cara pemungutan
pajak, tarif pajak dan hapusnya utang pajak, alasan pemerintah memungut pajak, azas pemungutan pajak dan jenis-jenis pajak. (P2)

Sub-3 Mahasiswa dapat memahami tentang konsep pajak dalam paradigma klasik dan kontemporer, teori asuransi, teori kepentingan, teori
daya pikul, teori daya beli, teori bakti dan perbedaan pajak dengan pungutan lainnya. (P3)

Sub-4 & 5 | Mahasiswa mampu memahami kebijakan perpajakan dan administrasi perpajakan secara komprehensif dan holistik dan memahami
hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik dan apa dasar kewenangan Negara untuk memungut pajak kepada sesorang atau
suatu badan (P3 & P4)

Sub-6 & 7 | Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan pengertian NPWP, NPPKP, SPT, SKP dan STP, kewajiban pembukuan, pemeriksaan dan
penyidikan pajak, keberatan dan banding, sengketa pajak serta penagihan pajak, dan sanksi perpajakan (P4)

Sub-8 & 9 | Mahasiswa dapat menjelaskan Pajak Penghasilan Umum dengan pengertian subyek pajak, obyek pajak, kompensasi kerugian, PTKP,
tarif pajak serta perhitungan PPh. dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) dengan pengertian bentuk usaha tetap (BUT), obyek pajak BUT,
perlakuan PPh terhadap penghasilan BUT. (P4 & KK1)

Sub-10 Mahasiswa dapat memahami Pajak Penghasilan 21, dengan pengertian PPh 21, mekanisme pemotongan PPh pasal 21, subyek dan
obyek PPh pasal 21 serta hak dan kewajibannya, dan cara penghitungan PPh pasal 21dan pengisian SPT PPh pasal 21. (KK1 & KK2)

Sub-11 Mahasiswa dapat memahami Pajak Penghasilan Pasal 22 dan 24 dengan pengertian PPh pasal 22, dan PPh pasal 24, mekanisme
pemotongan PPh pasal 22 dan PPh pasal 24, serta tarif dan perhitungannya. (KK1 & KK2)

Sub-12 Mahasiswa dapat memahami Pasal Penghasilan Pasal 23 dan 26, pengertian dan mekanisme PPh 23, dan PPh pasal 26 perhitungan
PPh terutang dan Pajak Penghasilan Fiskal Luar Negeri dengan pengertian PPh pasal 25 dan Fiskal Luar Negeri, penghitungan angsuran
PPh pasal 25, Perhitungan Fiskal Luar Negeri dan Pajak yang bersifat final (KK1 & KK2)

Sub-13 Mahasiswa memahami Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dengan pengertian BKP, JKP, obyek, tarif, dasar pengenaan dan
perhitungan PPN (KK1 & KK2)

Sub-14 Mahasiswa dapat memahami Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM) dengan pengertian PPn BM, karakteristik PPn BM, obyek
dan tarif, serta mekanisme perhitungannya dan memahami Bea Materai dengan pengertian bea meterai, dasar pengenaan bea
materai, obyek dan tarif bea meterai. (KK1 & KK2)

Sub-15 & | Mahasiswa dapat memahami Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan pengertian pajak daerah dan retribusi daerah, jenis-jenis,

16 objek dan cara pungutannya, serta strategi intensifikasi dan ekstensifikasi dalam pengembangan pajak daerah dan retribusi daerah

(P2, P3, P4, KK1 & KK2)

Deskripsi Singkat
MK

Mata kuliah administrasi perpajakan mendeskripkan baik secara teori, norma dan praktek perpajakan, sehingga matakuliah ini didesain untuk
membahas tentang dasar — dasar perpajakan yang meliputi filosofi pajak, pajak dalam perspektif administrasi publik, nilai nilai administrasi public
dalam perpajakan, pengetahuan dasar tentang perpajakan dan ketentuan umum dan tata cara perpajakan serta pengetahuan tentang pajak dan
retribusi daerah di Indonesia
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Pajak dalam administrasi negara
Pengertian pajak & paradigma pajak
Sistem perpajakan Indonesia

Ketentuan umum & tata cara perpajakan
Pajak penghasilan

Obyek pajak Bentuk Usaha Tetap (BUT)
Kebijakan fiskal

Pajak final

Pajak pertambahan nilai barang dan jasa
Bea materai

Pajak daerah & retribusi daerah

Pustaka
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(online)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Memahami dengan baik . .
. . . . . . Register di
Mahasiswa dapat memahami | etika pembelajaran, RPS e Brainstorming SIKOLA
etika pembelajaran, RPS dan Matakuliah, dan konsep Kehadiran (1) e SIKOLA e RPS Matakuliah
1 konsep dasar administrasi dasar administrasi Partisipasi aktif di [TM: (3x50”)] . RPS e Peraturan Akademik
perpajakan dalam konteks perpajakan dalam kelas (4) [PT+BM: (1+1) x p e Bahan ajar dosen
kajian administrasi publik konteks kajian (3x60”)] ¢ Air?jtura'rlz
administrasi publik adem|
Pengertian pajak, fungsi
pajak, kedudukan hukum
Mahasiswa dapat memahami | Memahami dengan baik E:Jajér:a:?t)::]ak ?gk
tentang pajak, peran dan pengertian pajak, peran & e SIKOLA pusny g pal )
Lo . . e Lecture alasan-alasan pemerintah
fungsi pajak, pengertian dan fungsi pajak, kedudukan ) . (unduh :
) : . . e Brainstorming o memungut pajak, azas
kedudukan hukum pajak, cara | hukum pajak, tarif pajak Kehadiran (1) materi ajar )
. e . o pemungutan pajak dan
2 pemungutan pajak, tarif pajak | dan hapusnya utang Partisipasi aktif di [TM: (3x50” dosen) enis-ienis paiak
dan hapusnya utang pajak, pajak, alasan pemerintah | kelas (4) [PT+.B(MX- (131) X e RPS ) ) pajax.
alasan pemerintah memungut t pajak, ) .
pajak :zas pelmun utanl;ag:k pmeenTuunnguL'lcarF:aJZ'alfzzsn (3x60”)] © WAG (Mardiasmo, 2011: 1-9)
daJn 'e'nis-'enis a'agk J 'enis-'eiis a'Fz:\kJ (Waluyo, 2005: 1-12)
Jenis-Jenis pajak. Jenisjents pajak. (Resmi, 2013: 1-7)
(UU No. 28/2007)
(PP No. 55/2016)
Memahami dengan jelas Mater.| konsep !oajak dalam
. . . paradigma klasik dan
Mahasiswa dapat memahami | tentang konsep pajak .
. . . e SIKOLA kontemporer, teori
tentang konsep pajak dalam dalam paradigma klasik e Lecture (unduh asuransi. teori
paradigma klasik dan dan kontemporer, teori . e Brainstorming . L .
. . . . Kehadiran (1) materi ajar | kepentingan, teori daya
kontemporer, teori asuransi, asuransi, teori AT ) . . .
3 . . . . . Partisipasi aktif di dosen) pikul, teori daya beli, teori
teori kepentingan, teori daya kepentingan, teori daya [TM: (3x50”)] . .
ikul, teori daya beli, teori ikul, teori daya beli kelas (4) [PT+BM: (1+1) ° RPS bakti dan perbedaan pajak
pIKL, v ’ pikd, y ! ’ X o WAG dengan pungutan lainnya

bakti dan perbedaan pajak
dengan pungutan lainnya.

teori bakti dan perbedaan
pajak dengan pungutan
lainnya

(3x60”)]

(Mardiasmo, 2011: 2-9)
(Resmi, 2013: 5-6)




(UU No. 28/2007)
(PP No. 55/2016)

Kebijakan perpajakan dan

, _ SIKOLA NG )
. Memahami dengan jelas . e Lecture administrasi perpajakan
Mahasiswa mampu . .. Kehadiran (1) ) . (unduh -
. n bagaimana kebijakan L e Brainstorming .. secara komprehensif dan
memahami kebijakan . Partisipasi aktif di materi ajar _
. . . perpajakan dan holistik
perpajakan dan administrasi e . . kelas (2) Y dosen)
erpaiakan secara administrasi perpajakan Presentasi [TM: (3x50”)] RPS
Eor: Jrehensif dan holistik secara komprehensif dan individual (2) [PT+BM: (1+1) x WAG (Rosdiana, 2012: 10-67)
P holistik (3x60”)] (UU No. 28/2007)
(PP No. 55/2016)
Hukum pajak merupakan
‘ Memahami dengan jelas bagian dari hukum publik
Mahasiswa mampu . SIKOLA dan apa dasar kewenangan
) . bahwa hukum pajak . e Lecture
memahami hukum pajak . . Kehadiran (1) . . (unduh Negara untuk memungut
. . merupakan bagian dari e e Brainstorming . .
merupakan bagian dari . Partisipasi aktif di materi ajar | pajak kepada sesorang
. hukum publik dan apa
hukum publik dan apa dasar kelas (2) dosen) atau suatu badan
dasar kewenangan . [TM: (3x50”)]
kewenangan Negara untuk Negara untuk memuneut Presentasi (PT+BM: (1+1) RPS
memungut pajak kepada a'ik kepada sesorang individual (2) 3 60")]. X WAG (Waluyo, 2005: 7-11)
sesorang atau suatu badan :t;u suafu badan & X (Resmi, 2013: 4-6)
(UU No. 28/2007)
(PP No. 55/2016)
e Llecture SIKOLA Pengertian NPWP, NPPKP,
. . . . . . (unduh SPT, SKP dan STP,
Mahasiswa dapat memahami | Memahami dengan jelas . e Brainstorming . ..
. . . Kehadiran (1) materi ajar | kewajiban pembukuan
dan menjelaskan pengertian pengertian NPWP, Partisipasi aktif di dosen)
NPWP, NPPKP, SPT, SKP dan NPPKP, SPT, SKP dan STP, P [TM: (3x50”)] .
STP, kewajiban pembukuan kewajiban pembukuan kelas (4) [PT+BM: (1+1) RPS (Mardiasmo, 2011: 25-62)
,xewajiban p jibanp 560" X WAG (UU No. 28/2007)
X (PP No. 55/2016)
Mahasusvya dapat mema'haml Memahaml dengjcm jelas e Lecture SIKOLA Pem(?rl.ksaan o'lan
dan menjelaskan pemeriksaan | mengenai pemeriksaan . . . penyidikan pajak,
o . . . Kehadiran (1) e Brainstorming (unduh .
dan penyidikan pajak, dan penyidikan pajak, P . keberatan dan banding,
. . Partisipasi aktif di materi ajar .
keberatan dan banding, keberatan dan banding, .| sengketa pajak serta
. . kelas (2) [TM: (3x50”)] & Soal kuis . .
sengketa pajak serta sengketa pajak serta . . penagihan pajak, dan
. . . . . Test Kuis (2) [PT+BM: (1+1) x di kelas) X .
penagihan pajak, dan sanksi penagihan pajak, dan (3x60")] RPS sanksi perpajakan

perpajakan

sanksi perpajakan




WAG (Mardiasmo, 2011: 125-
133)
(UU No. 28/2007)
(PP No. 55/2016)
8 Evaluasi Tengah Semester / Ujian Tengan Semester
Pajak Penghasilan Umum
Memahami dengan jelas dengan pengertian subyek
Mahasiswa dapat memahami tentang f’ajak pajak, obye.k paJak.,
. . Penghasilan Umum kompensasi kerugian,
dan menjelaskan Pajak . . I
Penchasilan Umum dengan melalui pengertian PTKP, tarif pajak serta
8 . . & subyek pajak, obyek e Lecture SIKOLA perhitungan PPh. dan
pengertian subyek pajak, . .
) . pajak, kompensasi . e Small group (unduh Bentuk Usaha Tetap (BUT)
obyek pajak, kompensasi . . Kehadiran (1) ) . . )
. e . kerugian, PTKP, tarif e discussion materi ajar | dengan pengertian bentuk
kerugian, PTKP, tarif pajak . . Partisipasi aktif di
9 . pajak serta perhitungan dosen) usaha tetap (BUT), obyek
serta perhitungan PPh. dan kelas (2) \ .
PPh. dan Bentuk Usaha . [TM: (3x50”)] RPS pajak BUT, perlakuan PPh
Bentuk Usaha Tetap (BUT) Presentasi (2) .
. Tetap (BUT) dengan [PT+BM: (1+1) x WAG terhadap penghasilan BUT.
dengan pengertian bentuk .
usaha tetap (BUT), obyek pengertian bentuk usaha (3x60”)]
. P » Oy tetap (BUT), obyek pajak (Mardiasmo, 2011: 155-
pajak BUT, perlakuan PPh
terhadap penghasilan BUT BUT, perlakuan PPh 165)
P peng ) terhadap penghasilan (Waluyo, 2005: 103-108)
BUT. (UU No. 28/2007)
(PP No. 55/2016)
. . Pajak Penghasilan 21,
. .| Memahami dengan jelas .
Mahasiswa dapat memahami . , dengan pengertian PPh 21,
. . Pajak Penghasilan 21, .
Pajak Penghasilan 21, dengan . mekanisme pemotongan
. dengan pengertian PPh e Lecture SIKOLA
pengertian PPh 21, . PPh pasal 21, subyek dan
: 21, mekanisme i e Small group (unduh
mekanisme pemotongan PPh Kehadiran (1) ) , . obyek PPh pasal 21 serta
pemotongan PPh pasal AP discussion materi ajar "
pasal 21, subyek dan obyek Partisipasi aktif di hak dan kewajibannya, dan
10 21, subyek dan obyek PPh dosen) .
PPh pasal 21 serta hak dan kelas (2) ) cara penghitungan PPh
. pasal 21 serta hak dan . [TM: (3x50”)] RPS L
kewajibannya, dan cara .. Presentasi (2) pasal 21dan pengisian SPT
kewajibannya, dan cara [PT+BM: (1+1) x WAG

penghitungan PPh pasal
21dan pengisian SPT PPh
pasal 21.

penghitungan PPh pasal
21dan pengisian SPT PPh
pasal 21.

(3x60”)]

PPh pasal 21.

(Mardiasmo, 2011: 168-
186)




(Resmi, 2013: 173-242)
(UU No. 28/2007)
(PP No. 55/2016)

Mahasiswa dapat memahami

Memahami dengan baik

Pajak Penghasilan Pasal 22
dan 24 dengan pengertian
PPh pasal 22, dan PPh pasal

. . Pajak Penghasilan Pasal e lecture SIKOLA 24, mekanisme
Pajak Penghasilan Pasal 22
. 22 dan 24 dengan . e Small group (unduh pemotongan PPh pasal 22
dan 24 dengan pengertian . Kehadiran (1) ) . ..
pengertian PPh pasal 22, AT discussion materi ajar | dan PPh pasal 24, serta
PPh pasal 22, dan PPh pasal Partisipasi aktif di . .
11 ) dan PPh pasal 24, dosen) tarif dan perhitungannya.
24, mekanisme pemotongan . kelas (2) \
PPh pasal 22 dan PPh pasal mekanisme pemotongan Presentasi (2) [TM: (3x50")] RPS
. PPh pasal 22 dan PPh [PT+BM: (1+1) x WAG (Mardiasmo, 2011: 226-
24, serta tarif dan . ”
) pasal 24, serta tarif dan (3x607)] 249)
perhitungannya. .
perhitungannya. (Waluyo, 2005: 181-206)
(UU No. 28/2007)
(PP No. 55/2016)
Pasal Penghasilan Pasal 23
dan 26, pengertian dan
Mahasiswa dengan baik mekanisme PPh 23, dan
Mahasiswa dapat memahami | dapat memahami Pasal PPh pasal 26 perhitungan
Pasal Penghasilan Pasal 23 Penghasilan Pasal 23 dan PPh terutang dan Pajak
dan 26, pengertian dan 26, pengertian dan Penghasilan Fiskal Luar
mekanisme PPh 23, dan PPh mekanisme PPh 23, dan e Lecture SIKOLA Negeri dengan pengertian
pasal 26 perhitungan PPh PPh pasal 26 perhitungan Kehadiran (1) e Small group (unduh PPh pasal 25 dan Fiskal
terutang dan Pajak PPh terutang dan Pajak Partisipasi aktif di discussion materi ajar | Luar Negeri, penghitungan
12 | Penghasilan Fiskal Luar Negeri | Penghasilan Fiskal Luar kelas (g) dosen) angsuran PPh pasal 25,
dengan pengertian PPh pasal | Negeri dengan pengertian Presentasi (2) [TM: (3x50”)] RPS Perhitungan Fiskal Luar
25 dan Fiskal Luar Negeri, PPh pasal 25 dan Fiskal [PT+BM: (1+1) x WAG Negeri dan Pajak yang

penghitungan angsuran PPh
pasal 25, Perhitungan Fiskal
Luar Negeri dan Pajak yang
bersifat final.

Luar Negeri,
penghitungan angsuran
PPh pasal 25, Perhitungan
Fiskal Luar Negeri dan
Pajak yang bersifat final.

(3x60”)]

bersifat final.

(Mardiasmo, 2011: 235-
264)

(Waluyo, 2005: 187-195)
(UU No. 28/2007)

(PP No. 55/2016)




Pajak Pertambahan Nilai
Barang dan Jasa dengan

i j IKOLA
Mahasiswa memahami Pajak Mgmahaml dengan Je‘las' * Lecture SIKO pengertian BKP, JKP, obyek,
o Pajak Pertambahan Nilai . e Small group (unduh .
Pertambahan Nilai Barang dan Kehadiran (1) ) . .. tarif, dasar pengenaan dan
. Barang dan Jasa dengan T discussion materi ajar .
Jasa dengan pengertian BKP, . Partisipasi aktif di perhitungan PPN.
13 i pengertian BKP, JKP, dosen)
JKP, obyek, tarif, dasar . kelas (2) \
. obyek, tarif, dasar . [TM: (3x50”)] RPS .
pengenaan dan perhitungan Presentasi (2) (Mardiasmo, 2011: 273-
PPN pengenaan dan [PT+BM: (1+1) x WAG 283)
perhitungan PPN. (3x607)] (UU No. 28/2007)
(PP No. 55/2016)
Pajak Penjualan atas
Memahami dengan baik Barang Mewah (PPn BM)
Mahasiswa dapat memahami | Pajak Penjualan atas dengan pengertian PPn
Pajak Penjualan atas Barang Barang Mewah (PPn BM) BM, karakteristik PPn BM,
Mewah .(PPn BM) dengan dengan pengfer'gan PPn e Lecture SIKOLA obyek <.:|an tarif, serta
pengertian PPn BM, BM, karakteristik PPn BM, . Small (unduh mekanisme
karakteristik PPn BM, obyek obyek dan tarif, serta Kehadiran (1) ma g.roup . perhitungannya dan
. . . T discussion materi ajar . .
14 dan tarif, serta mekanisme mekanisme Partisipasi aktif di dosen) memahami Bea Materai
perhitungannya dan perhitungannya dan kelas (2) ) dengan pengertian bea
. . . . . [TM: (3x50”)] RPS .
memahami Bea Materai memahami Bea Materai Presentasi (2) meterai, dasar pengenaan
) . [PT+BM: (1+1) x WAG )
dengan pengertian bea dengan pengertian bea , bea materai, obyek dan
) . (3x607)] : :
meterai, dasar pengenaan meterai, dasar tarif bea meterai.
bea materai, obyek dan tarif pengenaan bea materai,
bea meterai. obyek dan tarif bea (Mardiasmo, 2011: 284-
meterai. 301)
(UU No. 10/2020)
Mahasiswa dapat memahami | Memahami dengan baik Pajak Daerah dan Retribusi
Pajak Daerah dan Retribusi tentang Pajak Daerah dan SIKOLA Daerah dengan pengertian
. o e lecture . G
Daerah dengan pengertian Retribusi Daerah dengan . . . (unduh pajak daerah dan retribusi
. L . . Kehadiran (1) e Brainstorming . S .
pajak daerah dan retribusi pengertian pajak daerah Partisipasi aktif di materi ajar | daerah, jenis-jenis, objek
15 | daerah, jenis-jenis, objek dan | dan retribusi daerah, kelas (g) (TM: (3x50")] soal kuis) dan cara pungutannya,
cara pungutannya, serta jenis-jenis, objek dan cara Test Kuis (2) [PT+.BMX‘ (1+1) RPS serta strategi intensifikasi
strategi intensifikasi dan pungutannya, serta ' X WAG dan ekstensifikasi dalam

ekstensifikasi dalam
pengembangan pajak daerah

strategi intensifikasi dan
ekstensifikasi dalam

(3x60”)]

pengembangan pajak
daerah dan retribusi




dan retribusi daerah

pengembangan pajak
daerah dan retribusi
daerah
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(Mardiasmo, 2011: 11-19)
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16

Evaluasi Akhir Semester / Ujian Akhir Semester




Catatan :

1. Capaian Pembelajaran Lulusan PRODI (CPL-PRODI) adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang merupakan internalisasi dari
sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.

2. CPLyang dibebankan pada mata kuliah adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-PRODI) yang digunakan untuk
pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampulan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.

3. CP Mata kuliah (CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik
terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.

4. Sub-CP Mata kuliah (Sub-CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan
kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.

5. Indikator penilaian kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi
kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.

6. Kreteria Penilaian adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan
indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kreteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat
berupa kuantitatif ataupun kualitatif.

7. Bentuk penilaian: tes dan non-tes.

8. Bentuk pembelajaran: Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian,
Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.

9. Metode Pembelajaran: Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning,
Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara.

10. Materi Pembelajaran adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.

11. Bobot penilaian adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian
sub-CPMK tsbh., dan totalnya 100%.

12. TM=Tatap Muka, PT=Penugasan terstruktur, BM=Belajar mandiri.
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